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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah, wakaf mempunyai peranan penting dalam 

pembangunan umat Islam, bangsa dan negara.Wakaf yang pertama dalam 

sejarah Islam adalah masjid Quba`, Dar al-Hijrah di dekat kota Madinah yang 

didirikan oleh Rasulullah pada 622 M. Para sahabat seperti Umar bin al-

Khattab ra, Abu Bakar al-Shiddiq ra, Usman bin Affan ra, Ali bin Abi Talib 

ra, dan diikuti oleh sahabat lainnya juga telah melakukan wakaf. Dalam 

konteks berikutnya, perwakafan yang dilakukan Rasulullah SAW dan para 

sahabat tersebut kemudian diikuti oleh generasi berikutnya, sehingga jumlah 

harta wakaf semakin banyak dan manfaatnya pun mulai dirasakan oleh 

masyarakat.
1
 Wajar bila dikatakan bahwa Wakaf dalam mainstream 

pembentukan kesejahteraan mayarakat muslim perlu diberdayakan dengan 

menggali sejumlah potensi ekonomi dan fasilitas pendukungnya, hal ini bisa 

laksanakan dengan banyak cara.
2
 

Perkembangan wakaf di Indonesia bisa dianggap sejalan dengan 

perkembangan agama Islam. Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, 

kebutuhan terhadap masjid guna menjalankan kegiatan ritual serta dakwah 

sangat 

                                                           
     1 Hartanto Widodo, Model Pengelolaan Wakaf  Secara Produktif, dalam Majalah 

Online  Zakat dan Wakaf  Indonesia, http://www.zakat.com, 17 Juni 2020. 

   2 Jaih Mubarok, Wakaf Produkti, (Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa 

Timur, 2010), hal .25 

http://www.zakat.com/
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besar. Hal ini berdampak positif terhadap berkembangnya praktik 

wakaf di Indonesia, sebab penyerahan wakaf untuk mendirikan masjid 

menjadi tradisi lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam. Wakaf pada 

masa itu semakin mengalami kemajuan seiring dengan meluasnya agama 

Islam di Nusantara. Pada periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus 

berkembang hingga mencakup pelayanan sosial kesehatan. Di Indonesia, ada 

beberapa bentuk penyerahan harta untuk kepentingan umum yang mirip 

dengan wakaf, seperti Huma pada zaman Empu Sendok di Ponorogo. Huma 

merupakan tanah atau hutan yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya untuk 

dipergunakan dan diambil manfaatnya, seperti pengembalaan hewan,  

pengambilan kayu bakar, dan sebagainya. Di Banten terdapat Huma Serang, 

yakni ladang yang setiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya 

dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di Lombok juga terdapat tanah 

adat yang disebut dengan tanah pareman, yakni tanah yang dibebaskan pajak 

yang diserahkan kepada desa, subak, atau candi untuk kepentingan bersama.
3
 

Dengan pesatnya perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya 

disosialisasikan pada objek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah 

kepada wakaf bentuk lain seperti uang. Di Indonesia beberapa jenis wakaf 

telah diakomodasi oleh UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebagai bentuk 

penyempurnaan konsep wakaf yang terdapat dalam kompilasi hukum 

Islam.Perkembangan wakaf yang semakin modern menunjukkan bahwa 

                                                           
3Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: 2015, PT Raja Grafibdo Persada), Hal. 

236. 
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wakafdi Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan undang-undang yang ada pada 

masanya. 

Kondisi perwakafan di Indonesia sebelum terbitnya Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan bahwa 

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang 

memisahkan sebagian harta kekyaannya yang berupa tanah milik dan 

melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan 

lainnya sesuai dengan ajaran Islam.Pengertian wakaf yang terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memperlihatkan tiga hal: 1). 

Wakif atau yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti 

perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. 2). Pemisahan tanah milik belum 

menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah yang diwakafkan. Meskipun 

demikian,dengan melihat durasi yang ditetapkan,yaitu dilembagakan untuk 

selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan 

sudah berpindah kepemilikannya,dari milik perorangan atau badan hukum 

menjadi milik umum. 3). Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
4
 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 pasal 17 ayat 1 bahwa 

pelaksanaan ikrar wakaf oleh wakif kepada Nadzir dilakukan di depan PPAIW 

(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, 

menurut pasal 19 wakif menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas 

                                                           
4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. 

(Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010) 
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harta benda wakaf  kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini 

dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan 

kebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf tersebut. Di samping itu 

ada hal yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: 

pertama diaturnya Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen dalam 

rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, kedua  

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir harus sesuai 

dengan prinsip syariah yang dilakukan secara produktif.
5
 

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 16 dijelaskan 

bahwa substansi harta benda wakaf terdiri dari benda tetap dan benda 

bergerak. Benda tetap antara lain: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan  

peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang 

belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 

wakaf,tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas 

satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, benda tetap bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk benda 

bergerak adalah: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas 

kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan 

ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
 

Persoalan perwakafan dengan berbagai perkembangannya, baik 

perkembangan  peraturan maupun pelaksanannya di lapangan merupakan 

                                                           
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ( Kantor 

Kementerian Agama Provinsi JawaTimur, 2010). hal. 23 
6 Ibid…. hal. 30  
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bagian dari tantangan besar bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan mengingat 

semakin meningkatnya beban kerja tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah 

pegawai untuk dapat berperan aktif dalam melayani tuntutan pekerjaan secara 

cepat, tepat dan hemat (pelayanan prima). Studi pendahuluan yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, di antaranya, perubahan peruntukan wakaf 

tanah milik yang tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Padahal, 

menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 44 ayat 1  dalam 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir dilarang 

melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis 

dari Badan Wakaf Indonesia. Suatu kasus, seorang wakif mewakafkan 

hartanya untuk madrasah, tetapi karena pada perkembangannya tidak terdapat 

banyak anak yang belajar di madrasah tersebut, Nadzir mengubah fungsinya 

menjadi rumah sakit. Kebalikan dari peristiwa di atas, kasus yang kedua yang 

banyak terjadi adalah adanya harta wakaf yang tidak mempunyai Nadzir 

secara resmi, disebabkan pemahaman bahwa harta benda wakaf tidak begitu 

membutuhkan Nadzir secara legal, karena Nadzir tanah wakaf tersebut sudah 

meninggal dunia semua.
7
  

Dalam kitab fikih, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang 

tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (pemelihara atau pengurus 

wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau 

manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan 

                                                           
7 Wawancara dengan pengurus Takmir Musolla Almuqohhar,desa Bono,Kecamatan 

Pakel,Kabupaten Tulungagung.pada tanggal 22 Juni 2020 
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tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula milik tempat 

penyerahan (nadzir), tetapi menjadi milik Allah (hak umat).
8
 

                                                           
  8 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hal. 7. 
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Dasar yang menjadi landasan disyariatkannya wakaf bersumber dari: 

1. Ayat al-Quran, antara lain: 

 وَافْعَلْو ا الْخَيْرَ لعََلكًُنْ تفُْلحُِوْىَ 

“Berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (QS:al-

Haj:77)
9
 

2. Sunnah Rasulullah SAW. 

َِ وَسَلنًَ قاَلَ : ارَِا هاتََ ابْيُ عَيْ ابَيِْ ُرَُيْرَة اَ  ىً رَسُوْلَ اللهِ صَليً اللهُ عَليَْ

َِ اوَْ وَلذٍَ  ٌْتفَحَُ بِ ًْقطَحََ عَوَلَُُ الَِّا هِيْ ثلَاثََ ,صَذَقةَِ جارَِيةَِ, اوَْ عِلْنِ يُ ادََمَ اِ

 صَاحِ يذَْعُوْ لََُ )رواٍ هسلن(

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila 

anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 

tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh 

yang mendoakan orang tuanya”. (HR.Muslim).
10

 

 

Disyariatkannya wakaf dalam agama Islam mempunyai dua dimensi 

sekaligus, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi 

karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktekkan dalam 

kehidupan masyarakat muslim, sehingga yang memberi wakaf (wakif) 

mendapat pahala dari sisi Allah SWT karena mentaati perintahnya. Dimensi 

sosial ekonomi karena  syariat wakaf mengandung unsur ekonomi dan 

                                                           
9 Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 

2012), hal. 474. 
10  Abd  al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naysabury, Sahih Muslim, Bab 

al-Waqf, (Indonesia : Dar al-Kutub al-`Arabiyyah, tt). hal. 231. 
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sosial,
11

 di mana kegiatan wakaf  mempunyai kontribusi solutif terhadap 

persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Penjabaran paradigma ini dapat 

dicontohkan, bahwa penguasaan  harta kekayaan oleh seseorang atau lembaga 

secara monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh kelomok minoritas 

(kaya) terhadap mayoritas (miskin). Eksploitasi sosial ekonomi ini pada 

gilirannya akan menimbulkan dis-harmoni sosial sebagai virus penyakit 

masyarakat yang beresiko tinggi.
12

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian, rumusan masalah bertujuan untuk membatasi 

atau mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga 

dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Efektivitas Implementasi Undang Undang Nomor 

41Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pakel berkaitan dengan Wakif ? 

2. Bagaimanakah Efektivitas Implementasi Undang Undang Nomor 41Tahun 

2004 Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel 

berkaitan dengan Nadzir? 

3. Bagaimanakah Efektivitas Implementasi Undang Undang Nomor 41Tahun 

2004 Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel 

berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ? 

                                                           
11 Achmad Djunaedi, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Prov. Jawa Timur,  2010), hal. 29. 
12 Ibid., hal. 46 . 



9 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel 

Berkaitan dengan Wakif. 

2. Mendeskripsikan Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel 

Berkaitan dengan Nadzir. 

3. Mendeskripsikan Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel 

Berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 

 

D. Batasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting 

karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan 

penelitian atau mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas, 

sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari apa yang 

dibahas. Adapun batasan masalah dalam penelitian kami adalah: 

1. Efektivitas  Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Berkaitan 

Dengan Wakif. 
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2. Efektivitas  Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004       

Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Berkaitan 

Dengan Nadzir. 

3. Efektivitas  Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  

Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Berkaitan 

Dengan  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan masyarakat 

luas tentang pengelolaan tanah wakaf sesuai Undang-undang Wakaf 

nomor 41 Tahun 2004, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya pada bidang yang sama serta untuk pengembangan keilmuan 

khususnya di bidang perwakafan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Kabupaten 

Tulungagung,dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam 

perbaikan pengelolaan wakaf. 

b. Bagi Akademis, dapat memberikan informasi terkait praktek 

pengelolaan wakaf khususnya wakaf tanah apakah sudah sesuai 

dengan undang-undang atau belum 
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c. Bagi  Peneliti  selanjutnya  penelitan  ini  dapat  dijadikan  bahan 

literatur untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang 

manajemen wakaf. 

 

F. Penegasan Istilah 

Penegasan Istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang 

istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. 

Penegasan istilah terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Secara Konseptual 

a. Efektivitas  

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari 

kata“efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. 

Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. 

Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 

dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses 

kegiatan.
13

Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan 

yang diwujudkan suatu organisasi.
14

 

b. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  

Argumen atau alasan pembentukan Undang-undang nomor 41 

tahun 2004 tentang wakaf dan tujuannya diuraikan dalam pembagian 

penjelasan undang-undang adalah: 

                                                           
13“Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik,(Bandung:Alfabeta, 2007), hal. 4.. 
14 Richard H. Hall, Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses, 

terjemahan Nganam Maksensius,(Yogyakarta: Amara Books, 2006), hal. 270. 
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1) Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai hal tersebut 

maka diperlukan strstegi yakni dengan meningkatkan peran wakaf 

menjadi pranata agama yang mulanya berfungsi sebagai sarana 

ibadah dan sosial menjadi pranata yang mempunyai kekuatan 

ekonomi. 

2) Praktik wakaf di masyarakat belum sepenuhnnya tertib dan efisien. 

Seperti wakaf tidak terpelihara, terlantar, dan beralih ke tangan 

ketiga. 

3) Tujuan pembentukan UU Wakaf Nomor 41 tahun 2004  adalah: 

a) Untuk menertibkan hukum dan adminitrasi wafaf untuk menjaga 

harta benda wakaf. 

b) Memperluas ruang lingkup objek wakaf, yang membahas wakaf 

bergerak dan wakaf tidak bergerak. 

c) Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. 

d) Untuk mengamankan harta benda wakaf dari pihak ketiga yang 

sangat merugikan 

e) Untuk menjadi dasar di bentuknya badan wakaf di Indoneia 

dengan tugas membimbing nazir. 

c. Wakaf 

Wakaf secara etimologi berasal dari “Waqf” yang artinya menahan, 

atau diam. Merupakan istilah dalam Syariat islam, Wakaf bisa juga 

berarti penahanan hak milik pada suatu benda dengan niat 

menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah. Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau harta yang 

diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan 

ajaran Islam.
15

 Wakaf merupakan institusi sosial islami yang tidak 

punya rujukan eksplisit dalam Al Quran dan Sunah.
16

 Agar harta Wakaf 

bisa dikelola dengan benar, maka pemerintah menetapkan Undang-

Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004. 

2. Secara operasional 

               Pengertian judul secara keseluruhan ialah Efektivitas Implementasi 

Undang-Undang tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pakel Kabupaten Tulungagung maksudnya adalah mengukur seberapa 

jauh tingkat keberhasilan Kantor Urusan Agama kecamatan Pakel 

Kabupaten Tulungagung dalam penerapan Undang-Undang nomor 41 

tahun 2004 tentang Wakaf. Bagaimana Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung melaksanakan Undang-

Undang Wakaf, bagaimana Wakif melaksanakan Undang-Undang Wakaf 

dan bagaimana Nadzir melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-

Undang Wakaf, agar harta Wakaf bisa di manfaatkan secara maksimal 

untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan para 

pihak, berarti wakaf  dalam batas-batas tertentu telah berfungsi untuk 

menyejahterakan masyarakat.
17

 

 

                                                           
15 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), hal. 395. 
16 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif…, hal.7. 
17 Ibid.,hal.17. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian ini, maka peneliti 

menyusun sistematika skripsi sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. 

2. Bagian Utama (inti), terdiri dari 

a. BAB I: PENDAHULUAN. Pada bab ini menjelaskan tentang konteks 

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan 

skripsi. 

b. BAB II: KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini menjelaskan tentang 

kajian teori yang melandasi dan mendukung penelitian, antara lain 

meliputi: pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat rukun wakaf, 

wakaf dalam tinjauan sejarah, perwakafan di Indonesia, susunan dan 

isi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tujuan pembentukan 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan 

wakaf setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf dan hasil-hasil penelitian terdahulu serta kerangka 

berfikir. 
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c. BAB III: METODE PENELITIAN. Dalam bab ini meliputi metode 

penelitian yang digunakan yakni jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data,teknik analisa data, pengecekkan keabsahan 

temuan dan tahap-tahap penelitian. 

d. BAB IV: HASIL PENELITIAN. Pada bab ini memuat paparan data, 

temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian mengenai 

Efektivitas Implementasi Undang-Undang Wakaf di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung 

e. BAB V: PEMBAHASAN. Pada bab ini memuat tentang pembahasan 

hasil penelitian, memuat analisis peneliti, keterkaitan antara pola-pola, 

kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang 

ditentukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya mengenai program 

Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf diKantor Urusan Agama 

Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. 

f. BAB VI: PENUTUP. Pada bab ini akan dusajikan kesimpulan dan 

saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian 

3. Bagian Akhir  

Bagian ini memuat: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat 

pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup. 

 


